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P U T U S A N

Nomor  1202/Pdt.G/2014/PA JS.

الرحيم الرحمن� � �الله  بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada 

tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di 

bawah ini dalam perkara:

 PENGGUGAT, umur  31 tahun, agama Islam, pekerjaan  Karyawan, pendidikan  , tempat 

kediaman di  -----------------------------------------------------Jakarta 

Selatan , sebagai  Penggugat;

melawan

 TERGUGAT, umur  31 tahun, agama  Islam, pekerjaan  Karyawan, pendidikan  SLTA, tempat 

kediaman di  --------------------------------------------- Depok – Jawa 

Barat , sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal   30 April 2014  yang telah 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor  XXXX/Pdt.G/2014/PA JS. 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

 1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara 

Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan 
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ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 

XXXX/100/VIII/2002 tertanggal 16 Agustus 2002.

 

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan 

kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama 

di -------------------------------------------------------------------------------------------Depok – Jawa 

Barat.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul 

sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing 

bernama:

• ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 

Februari 2003

• ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 

13 Febrauri 2007

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan 

Tergugat hanya berlangsung sampai Mei 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang 

penyebabnya antara lain;
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• Tergugat telah melakukan perselingkuhan, dan Tergugat mengakuinya dihadapan 

keluarganya.

• Antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

• Tergugat melanggar taklik-talak.

• Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, yaitu tidak memberi nafkah 

batin sejak Bulan September 2013 sampai dengan Sekarang.

6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 

September tahun 2013 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, 

dimana Penggugat/Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya 

suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah 

mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari 

penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan 

hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan 

diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa 

rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus 

karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan 

gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan 
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tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi 

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta 

SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan  salinan putusan  yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 

dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam 

register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil 

Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang 

amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat  (TERGUGAT) Terhadap Penggugat 

(PENGGUGAT) 
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3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan  salinan 

putusan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat 

tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan 

Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo 

et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  Penggugat telah hadir sendiri, 

sedangkan  Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, 

meskipun menurut relaas panggilan tanggal  .............. dan tanggal  ..........,  Tergugat telah 

dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh 

suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati  Penggugat untuk rukun kembali 

membina rumah tangga bersama dengan  Tergugat, namun  Penggugat tetap pada pendiriannya 

untuk bercerai dengan  Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena  Tergugat tidak pernah datang menghadap 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan  gugatan  Penggugat 

tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh  Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil  gugatannya,  Penggugat telah mengajukan bukti 

berupa:

A. Surat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2014/PAJS
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a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah  Nomor XXXX/100/VII/2002, yang dikeluarkan oleh 

KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Tanggal 16 Agustus 2000. Bukti surat 

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1

B. Saksi-saksi :

1. «0199», dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saya kakak ipar dari Penggugat.; Saya kenal Tergugat, dia suami Penggugat, namanya 

SAKSI I.; Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak.; Kondisi rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran.; Karena 

dalam rumah tangganya terjadi adanya KDRT, ada perempuan lain dalam kehidupan 

Tergugat, namun saya tidak kenal dengan perempuan tersebut dan sampai saat ini hubungan 

mereka masih sebatas pacaran.;  Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 atau 

6 bulan sampai sekarang.; Keluarga Pengguagt dan Tergugat  sudah berusaha mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.; Tidak ada, cukup.

2.  SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat 

kediaman di ---------------------------------------------------------------------- Jakarta 

Selatan., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saya adik kandung Penggugat.; Penggugatd an Tegrugat menikah tahun 2002.; Penggugat 

dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak.; Kondisi rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran.; Karena menurut anak 

Penggugat dan Menurut anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat suka dipukul 

Tergugat, dan saya pernah melihat bekas pukulan Tergugat yaitu memar-memar di badan 

Penggugat, Tergugat suka pulang malam serta  ada perempuan lain dalam kehidupan 

Tergugat.; Sejak bulan September 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah 

pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.; Keluarga Pengguagt 
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dan Tergugat  sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak 

berhasil.; Tidak ada, cukup.

Bahwa  Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan 

dalil-dalil  Penggugatnya dan akhirnya telah memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam 

persidangan dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk 

dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  gugatan  Penggugatadalah sebagaimana telah 

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati  Penggugat agar rukun 

kembali membina rumah tangga dengan  Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu 

pihak yang selalu hadir yaitu  Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur 

mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dinyatakan tidak dapat 

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah sejak 

bulan  

   keharmonisan rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat mulai terjadi perselisihan 

dan percekcokkan yang terus menerus yang disebabkan  ada wanita idaman lain dari  Tergugat 

dan  Tergugat sangat tertutup terhadap  Penggugat dalam segala hal, puncaknya terjadi pada  

xxxx  Penggugat pisah kamar dan sudah tidak melakukan hubungan biologis sebagaimana 

layaknya suami-isteri hingga sekarang bahkan sejak  .............. antara  Penggugat dan  Tergugat 

telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil  gugatan  Penggugat tersebut,  Tergugat tidak 

membantah atau membenarkannya, karena  Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang 

lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya 

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2014/PAJS
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majelis hakim berpendapat  Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil  gugatan  Penggugat, 

sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya  Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran  Tergugat dianggap telah 

mengakui dalil-dalil  gugatan  Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai 

perkawinan dalam hal perceraian, maka  Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-

buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya  Penggugat mengajukan 

bukti P-1, dan dua orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan 

aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal 

dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka  Penggugat dan  Tergugat harus 

dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian  Penggugat memiliki legal 

standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah 

diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi  Penggugat yang bernama   dan  .............. yang 

pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat sudah 

tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan sejak  ..............  Penggugat dengan  

Tergugat sudah pisah rumah. Keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta 

kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut 

bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 

dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil  gugatan  Penggugat dihubungkan dengan alat 

bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim telah menemukan 

fakta-fakta sebagai berikut;
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- Bahwa  Penggugat dan  Tergugat suami istri yang sah dan telah dikaruniai  2 (dua) orang 

anak;

- Bahwa rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;

- Bahwa antara  Penggugat dengan  Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak  .............. 

sampai dengan sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, demikian pula Majelis hakim dalam 

setiap persidangan telah berupaya menasehati  Penggugat agar mempertahankan rumah 

tangganya dengan  Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan 

bahwa rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit 

untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat tersebut dapat 

diketahui dari keadaan  Penggugat dan «00476» yang sering bertengkar akibat  Tergugat 

mempunyai wanita idaman lain, bahkan saat ini  Tergugat sudah mempunyai anak dari wanita 

tersebut dan  Tergugat juga tidak terbuka dalam segala hal, sehingga  Penggugat merasa tidak 

nyaman hidup bersama  Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara  Penggugat 

dan  Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi 

yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para  pihak yang 

sudah berpisah tempat tinggal sejak  .............., dan sejak saat itu sudah tidak melakukan 

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti 

pecahnya rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat, sebab apabila perselisihan antara  Penggugat 

dan  Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan 

kembali, mengapa suami-istri (ic.  Penggugat dan  Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal 

dalam jangka waktu sekian lama?

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk 

merukunkan  Penggugat dan  Tergugat lagi adalah sikap pihak  Penggugat yang tetap bertekad 

mau bercerai dengan  Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati  Penggugat agar 

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2014/PAJS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan «00476», begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati  

Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan 

tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah  (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic.  Penggugat) sudah menyatakan tekadnya 

untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada 

petunjuk bahwa antara suami istri (ic.  Penggugat dan  Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan 

lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh 

dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari 

perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun 

apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka 

mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat 

bagi kedua belah pihak; 

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu 

perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang 

berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah  fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat 

majelis yang berbunyi; 

 I JKL MNO P NQ R NS TUVM  UW KXMNO YZU

Artinya : ”Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan ” 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, 

maka majelis hakim berkesimpulan  bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh  Penggugat 

telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka  gugatan  Penggugat tersebut beralasan dan tidak 

melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena  Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan 

patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, 126 HIR  
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gugatan  Penggugat untuk dapat diceraikan dari  Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan 

dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengiriman salinan putusan ke Kantor 

Urusan Agama merupakan kewajiban yang melekat pada Panitera Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis hakim perlu 

menambah amar dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor 

Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal  Penggugat dan  Tergugat dan Kantor Urusan 

Agama tempat pernikahan  Penggugat dan  Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register 

yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka  Penggugat dibebankan untuk membayar biaya 

perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di 

persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat 

(PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan 

salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor 
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Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor 

Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat 

dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini 

diucapkan sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu  rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan pada hari  Selasa, tanggal  08 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal  10 

Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh  Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,  

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. dan  Drs. Yusran, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, 

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri 

oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh  Ikrimawatiningsih, S.Ag., M.H., 

sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh  Penggugat tanpa hadirnya  Tergugat.

HAKIM KETUA,

ttd

 Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Ttd ttd

 Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.  Drs. Yusran, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

 Ikrimawatiningsih, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp.  30.000
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2. Proses : Rp.  75.000

3. Panggilan : Rp.  400.000

4. Redaksi : Rp.  5.000

5. Materai : Rp.  6.000

J u m l a h : Rp.  516.000

( lima ratus enam belas ribu  rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Panitera,

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.
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